
 

 

 

 

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI 

NOMOR 007/INT/PER/REK/UY/II/2021 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN KERJA SAMA INSTITUSIONAL UNIVERSITAS YARSI 

 

REKTOR UNIVERSITAS YARSI, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Universitas YARSI sebagai perguruan tinggi yang 

berwibawa dan mampu bersaing pada fora nasional dan internasiona, perlu 

menjalin kerja sama secara institusional dengan pihak-pihak yang relevan, 

baik dari dalam negeri maupun luar negeri; 

  b. bahwa dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

perlu ditetapkan acuan dan mekanisme guna memastikan pengelolaan kerja 

sama antara Universitas YARSI dan para mitra dapat berjalan dengan efektif 

dan efisien; 

  c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu 

ditetapkan peraturan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Kerja sama 

Institusional Universitas YARSI. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 

Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi; 

  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

  5.  Statuta Universitas YARSI Tahun 2020. 

 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI TENTANG PEDOMAN 

PENGELOLAAN KERJA SAMA INSTITUSIONAL UNIVERSITAS YARSI 

 

 

 



 

 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan: 

1. Rektor adalah organ Universitas YARSI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan 

Universitas YARSI 

2. Wakil Rektor I adalah Wakil Rektor di lingkungan Universitas YARSI yang membidangi 

urusan Pendidikan dan Kemahasiswaan. 

3. Wakil Rektor II adalah Wakil Rektor di lingkungan Universitas YARSI yang membidangi 

urusan Penelitian 

4. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor di lingkungan Universitas YARSI yang membidangi 

urusan Pengabdian Masyarakat 

5. Wakil Rektor IV adalah Wakil Rektor di lingkungan Universitas YARSI yang membidangi 

urusan Keuangan dan Administrasi, Pengembangan dan Pembinaan Dosen, Kerja sama dan 

Hubungan Internasional, dan Kewirausahaan. 

6. Wakil Rektor V adalah Wakil Rektor di lingkungan Universitas YARSI yang membidangi 

bidang ruhul islam dan kajian pengembangan ruhul islam 

7. Mitra adalah pihak luar Universitas YARSI yang berada di dalam negeri maupun di luar 

negeri yang bersepakat untuk melakukan kerjasama dengan Universitas YARSI 

8. Kerja Sama adalah kesepakatan yang berisi ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan 

bersama antara Universitas YARSI dengan Mitra dalam bidang pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk tertulis 

9. Kegiatan kerja sama adalah pelaksanaan kesepakatan kerjasama antara Universitas YARSI 

dan Mitra 

10. Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) adalah kesepakatan awal 

antara Universitas YARSI dengan Mitra tentang kehendak untuk bekerjasama yang 

ditandatangani oleh pejabat yang berwewenang 

11. Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Agreement (MoA) adalah kesepakatan 

operasional lanjutan dari Nota Kesepahaman yang mengatur tatalaksana kerja sama antara 

Universitas YARSI dengan Mitra 

12. Naskah kerja sama adalah dokumen yang disepakati dalam kerjasama yang terdiri dari Nota 

Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama 

13. Unit kerja adalah semua unsur kelembagaan yang ada di lingkungan Universitas YARSI 

yang diwakili oleh kepala unit atau pimpinan unit (Dekan / Direktur / Kepala) yang ditunjuk 

sebagai pelaksana kerjasama 

14. Sumber daya adalah komponen yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan kerjasama, meliputi 

sumber daya manusia, keuangan, aset, sarana dan prasarana 



 

 

 

 

15. Program gelar bersama (joint degree) adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan 

tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui 

lulusannya 

16. Program gelar ganda (double degree) adalah kegiatan antar perguruan tinggi untuk 

melaksanakan program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dan saling 

mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa atau mata kuliah 

lain yang disyaratkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang 

berbeda. 

17. Magang adalah bentuk kegiatan dimana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil 

praktek di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan memberikan bekal pengalaman 

kerja dengan mempraktekkan ilmu yang didapat dibangku kuliah. 

18. Penjajakan kerja sama adalah analisis potensi manfaat kerjasama, kebutuhan sumber daya, 

dan penentuan program implementasi kerjasama 

19. Pengesahan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan dan 

penandatanganan Naskah kerjasama 

20. Pelaksanaan kerja sama adalah proses implementasi dari program kerja yang sudah 

disepakati Universitas YARSI dan Mitra 

21. Monitoring dan evaluasi adalah upaya untuk menilai kinerja pelaksanaan kerjasama sebagai 

dasar untuk keberlanjutan dan pengembangan kerjasama 

22. Pengembangan kerja sama adalah upaya untuk mendukung keberlanjutan kegiatan 

kerjasama guna mencapai tujuan bersama 

23. Pemutusan kerja sama adalah proses pemberhentian kerjasama antara Universitas YARSI 

dan Mitra 

 

Pasal 2 

Kerja sama Universitas YARSI didasarkan pada statuta dan rencana strategis Universitas 

YARSI. 

 

Pasal 3 

Kerja sama Universitas YARSI bertujuan untuk memfasilitasi dan menunjang peningkatan 

kualitas penyelenggaraan Perguran Tinggi. 

 

Pasal 4 

Kerja sama dilaksanakan dengan Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerja Sama 

(PKS/MoA), dan/atau Rencana Implementasi Kerja Sama (IA). 

 

 



 

 

 

 

Pasal 5 

(1) Rektor dalam Nota Kesepahaman (MoU) bertindak untuk dan atas nama Universitas 

YARSI. 

(2) Rektor dalam hal PKS berwenang Melakukan kerja sama di bidang Akademik, dan/atau non 

akademik 

(3) Dalam PKS (MoA), WakilRektor dan/atau Dekan bertindak untuk dan atas nama Rektor. 

(4) Dekan dalam hal PKS berwenang melakukan kerja sama di bidang akademik. 

 

BAB II 

PRINSIP DAN JENIS KERJA SAMA 

Pasal 6 

Prinsip kerja sama terdiri atas: 

a. Kemitraan, kesetaraan dan kebersamaan; 

b. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari kerja sama; 

c. Saling menguntungkan dan dapat memberikan manfaat pada masing-masing pihak; 

d. Saling menghargai fungsi, tugas dan kewenangan masing-masing pihak; 

e. Berbasis indikator kinerja, efektif dan efisien; 

f. Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal; 

g. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. 

Pasal 7 

(1) Jenis kerja sama terdiri atas: 

a. Kerja sama akademik; 

b. Kerja sama Non Akademik. 

(2) Jenis kerja sama akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, meliputi: 

a. Kerja sama pendidikan, dengan mitra institusi/badan/lembaga dalam negeri, yang 

mencakup: pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, pertukaran dosen 

dan/atau mahasiswa, magang mahasiswa, dan kerja sama lainnya yang ditetapkan oleh 

Rektor. 

b. Kerja sama pendidikan, dengan mitra luar negeri, yang mencakup: program gelar 

bersama (joint degree), program gelar ganda (double degree), pemberian beasiswa atau 

bantuan biaya Pendidikan, pertukaran dosen dan/atau mahasiswa, dan kerja sama lainnya 

yang ditetapkan oleh Rektor. 

c. Kerja sama akademik lainnya dengan mitra dalam dan/atau luar negeri yang berupa kerja 

sama pembinaan dengan perguruan tinggi/instutusi lain, publikasi ilmiah, 

penyelenggaraan pertemuan ilmiah, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, riset, 

pengabdian pada masyarakat, penjaminan mutu internal, kerja sama lainnya yang 

ditetapkan oleh Rektor. 



 

 

 

 

(3) Jenis kerja sama Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi: 

a. Kerja sama pendayagunaan aset; 

b. Kerja sama bisnis; 

c. Kerja sama Penggalangan dana; 

d. Kerja sama penggunaaan Hak Kekayaan Intelektual; 

e. Kerja sama pengembangan sumber daya; 

f. Kerja sama lain yang ditetapkan oleh Rektor. 

 

BAB III 

Mitra Kerja Sama 

Pasal 8 

Mitra kerja sama dapat dibangun dengan berbagai pihak antara lain: 

a. Akademisi atau perguruan tinggi lain di dalam dan luar negeri; 

b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

c. Pemerintah Asing atau Institusi Asing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku; 

d. Korporasi dalam negeri; 

e. Korporasi luar negeri, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan/atau 

g. Institusi atau pihak lain yang dapat mendukung kemitraan.  

 

Pasal 9 

(1) Penilaian terhadap calon mitra kerja sama dilakukan sebelum ditandatanganinya naskah Nota 

Kesepahaman (MoU) dan PKS (MoA). 

(2) Penilaian terhadap calon mitra meliputi: 

a. Kejelasan status hukum dari calon mitra; 

b. Calon mitra memiliki track record/kualifikasi yang baik; 

c. Nilai strategis dari calon mitra; 

d. Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra; 

e. Karakteristik dan aspek etika dari calon mitra; 

f. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra; 

g. Kesediaan calon mitra untuk menjalin kerja sama; 

h. Kesediaan menanggung resiko secara bersama; 

i. Kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi; 

j. Calon mitra memiliki komitmen yang baik dan kesediaan saling percaya; 

k. Menyepakati akan keberadaan aturan, kebijakan dan ukuran dalam pelaksanaan kerja  

sama. 



 

 

 

 

BAB IV 

PENGELOLAAN KERJA SAMA 

Pasal 10 

(1) Pengelolaan kerja sama dilakukan dengan tahapan yang terdiri dari: 

a. Pengusulan kerjasama dilakukan oleh unit kerja pelaksana tingkat Universitas dan/atau 

Fakultas, 

b. Negosiasi kerjasama dilakukan oleh unit kerja pelaksana tingkat Universitas dan/atau 

Fakultas, 

c. Formalisasi atau penandatangan Kerjasama dilakukan oleh Rektor atau wakil rektor atau 

Dekan, 

d. Pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh unit kerja Fakultas dan/atau Pusat yang terkait. 

e. Monitoring kerjasama dilakukan oleh Dekan atau Direktur yang terkait dengan 

pelaksanaan kerja sama atau tim monitoring yang dibentuk oleh Wakil Rektor IV dan 

hasil monitoring disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi 

Kerja sama, 

f. Evaluasi kerja sama dapat berupa masukan bagi penyempurnaan kerja sama selanjutnya 

atau meninjau ulang kerja sama apabila berpotensi merugikan Universitas YARSI, dan 

g. Prosedur pengusulan, negosiasi, formalisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi 

ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Rektor. 

(2) Pusat Kerjasama dan Hubungan Internasional melakukan penilaian, fasilitasi, pendampingan, 

dan bertanggung jawab dalam proses pengelolaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) termasuk penatausahaan kerja sama. 

 

Pasal 11 

(1) Kerja sama Universitas YARSI dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri hanya dapat 

dilakukan secara kelembagaan antara Rektor dengan pimpinan tertinggi perguruan tinggi 

yang bersangkutan; 

(2) Kerja sama Universitas YARSI dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri hanya dapat 

dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dengan pimpinan tertinggi di lembaga yang 

bersangkutan; 

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila 

perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di 

negaranya, dan lembaga lain di luar negeri telah teregistrasi di negaranya; 

(4) Perjanjian kerja sama yang bersifat implementatif dan merupakan kegiatan bersama dengan 

hak dan kewajiban yang menyertainya yang dituangkan dalam PKS (MOA), ditandatangani 

oleh Wakil Rektor atau Dekan yang melaksanakan kegiatan kerja sama tersebut. 



 

 

 

BAB V 

NASKAH KERJA SAMA 

Pasal 12 

(1) Naskah Nota Kesepahaman (MoU) paling sedikit memuat materi: 

a. Logo para pihak, 

b. Nomor naskah, 

c. Waktu penandatanganan kerja sama, 

d. Identitas para pihak yang membuat kerja sama, 

e. Maksud dan tujuan kerja sama, 

f. Ruang lingkup kerja sama, 

g. Pelaksanaan kerja sama, 

h. Jangka waktu kerja sama, 

i. Biaya, 

j. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama, 

k. Penutup. 

(2) Naskah Perjanjian Kerja Sama (MoA)  paling sedikit memuat materi: 

a. Logo para pihak, 

b. Nomor naskah, 

c. Waktu penandatanganan kerja sama, 

d. Identitas para pihak yang membuat kerja sama, 

e. Maksud dan tujuan kerja sama, 

f. Ruang lingkup kerja sama, 

g. Jangka waktu kerja sama, 

h. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik, 

i. Pelaksanaan kerja sama, 

j. Biaya, 

k. Keadaan kahar (force majeur), 

l. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama, 

m. Sanksi atas pelanggaran kerja sama, 

n. Penutup. 

(3) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian 

kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa asal pihak asing. 

(4) Formalisasi perjanjian kerja sama dilaksanakan dengan menggunakan format naskah 

perjanjian kerja sama yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan memprioritaskan 

format naskah kerja sama dari Universitas YARSI. 

 

 

 



 

 

 

 

BAB VI 

PENGEMBANGAN KERJA SAMA 

Pasal 13 

(1) Kegiatan kerja sama dapat dikembangkan dengan melihat hasil evaluasi kerja sama untuk 

selanjutnya dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan baru yang bertujuan 

untuk mendukung keberlanjutan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama 

(2) Pertimbangan untuk pengembangan kerja sama didasarkan pada: 

a. Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerja sama berlangsung. 

b. Analisis kemungkinan pengembangan kerja sama untuk periode-periode mendatang. 

 

BAB VII 

 HASIL KERJA SAMA 

Pasal 14 

(1) Kepemilikan atas hasil kerja sama diatur dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku dan 

dituangkan dalam perjanjian Kerjasama. 

(2) Hasil yang diperoleh dalam kerja sama yang memerlukan perlindungan atas Hak atas 

Kekayaan Intelektual (Haki) atau Intellectual Property Right (IPR) diatur sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dan kesepakatan antara Universitas YARSI dan Mitra. 

 

BAB VIII 

PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA SAMA 

Pasal 15 

(1) Kegiatan kerja sama dapat dihentikan oleh salah satu pihak, jika terdapat penyimpangan-

penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki. 

(2) Pemutusan kerja sama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah dan 

tidak dapat menemukan kata sepakat untuk keberlanjutan kerjasama. 

 

BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

(1) Peraturan tentang kerja sama ini berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas 

YARSI. 

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan 

keputusan tersendiri. 

 



 

 

 

 

BAB X 

PENUTUP 

Pasal 17 

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

        Ditetapkan di Jakarta 

        Pada tanggal 5 Februari 2021 

 

        REKTOR UNIVERSITAS YARSI 

 

         

Prof. dr. Fasli Jalal,Ph.D 

 

 


